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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 6757); 
 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian 

dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5289); 
 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 
 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 
 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  11.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667); 
 

 

 



 

  12.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang 

Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian 

Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977); 
 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 

2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 

Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98); 
 

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 

2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 

Nomor 83); 
 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10); 
 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 

2021 Nomor 8); 
 

  18.  Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749); 
 

  19.  Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 

Nomor 811). 
 

Memperhatikan  :  Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah 

Kabupaten Landak tentang Sinergi Optimalisasi Pemungutan 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Landak Nomor : 

60/PJ.08/2021, Nomor : 45/PK.4/2021 dan Nomor :  

973/004/BPRD. 
 








